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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan jenis
Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia yang masuk ke dalam hierarki
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini
diperkuat dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945, Presiden mengeluarkan Perppu atas hal
ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga dalam hal ini Perppu Cipta Kerja No.
2 Tahun 2022 menerbitkan Peraturan tentang Cipta Kerja, dan telah ditetapkan
menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sehingga dalam tesis ini yang
menjadi rumusan masalah yaitu menemukan tentang ketetapan Perppu No. 2 Tahun
2022 menjadi UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam tinjauan teori
legislasi, kemudian menelaah terbentuknya UU No. 6 Tahun 2023 tentang ketetapan
Perppu Cipta Kerja ditinjau dalam hukum responsif serta menelaah kesuaian figh
al-darurah perihal kegentingan memaksa terhadap ketetapan Peraturan Perundang-
Undangan Cipta Kerja.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), untuk
melihat data seperti, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual,
analisis data yaitu dengan metode analisis kualitatif dengan sifat penelitian
deskriptif analisis. Sumber data adalah primer, sekunder, tersier, dan nonhukum.
Kerangka teori dalam tesis ini adalah teori legislasi, hukum responsif dan figh al-
dariirah.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa, pertama: dalam teori
legislasi teknik pembuatan Perppu telah sesuai dengan prosesnya, akan tetapi
bertentangan dengan hierarki Perundang-Undangan dan asas-asas, serta
memunculkan aspek suatu kekuasaan yang kuat. Produk hukum yang di keluarkan
memungkinkan otoriter, sehingga terlalu memaksakan kegentingan memaksa dan
proses legislasi dinilai jalan pintas sebagai pelegalan ketetapan Perppu Cipta Kerja.
Kedua: hukum responsif ketetapan Perppu Cipta Kerja memunculkan ranah politik
yang lebih besar daripada hukumnya. Memunculkan konsep delegasi pada
parlemen Indonesia seperti halnya Brazil yang dikonsepkan oleh Pereira Power dan
Renno, masih jauh dari partisipasi publik yang bermakna. Ketiga.: keadaan darurat
Perppu belum memadai dalam figh al-darirah. Hal ini ditandai dengan lebih
dominasinya mafsadah daripada maslahah dari hadirnya Perppu cipta kerja.
Adanya pengesampingan kepentingan masyarakat dengan mengutamakan
kepentingan kelompok. Untuk mengupayakan Peraturan yang baik, perlu adanya
batasan dari segi formal dan muatan materil, seperti halnya dalam Islam.
Membandingkan Perppu dengan negara-negara lain juga langkah yang tepat untuk
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Negara.

Kata kunci: Legalitas Formal, Ketetapan Perppu Cipta Kerja, Figh Al-Darirah
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ABSTRACT

Government regulation in lieu of law (Perppu) is a type of legislation in the
State of Indonesia that is included in the hierarcy of legislation in force in the State
of Indonesia. This is reinforced in Article 22 paragraph 1 of the 1945 Constitution,
the President issues a Perppu on matters of compelling urgency. So in this case
Perppu copyright work No. 2 of 2022 publishes regulations on copyright work and
has been established into Law No. 6 of 2023 on copyright work. So in this thesis,
the formulation of the problem is to find the provisions of Perppu No. 2 of 2022 into
Law No. 6 of 2023 on copyright work in the review of legislation theory, then
examine the formation of Law No. 6 of 2023 on the provisions of Perppu copyright
work reviewed in the responsive law and examine the suitability of figh al-dariirah
regarding the urgency of forcing the provisions of copyright work legislation.

This type of research is library research, to see data such as philosophical,
sociological, and juridical foundations. The approach used is a statutory approach
and conceptual approach, data analysis is a qualitative analysis method with
descriptive analysis research nature. Data sources are primary, secondary, tertiary,
and non-legal. The theoretical framework in this thesis is the theory of legislation,
the responsive law and figh al-dariirah.

The results of this study are to explain that, first: in the theory of legislation,
the technique of making Perppu is in accordance with the process, but it contradicts
the hierarcy of legislation and principles, and raises the aspect of a strong power
over the President's. The legal products issued allow authoritarianism, so that it
imposes too much urgency and the legislative process is considered a shortcut as a
legalisation of the Perppu provisions. Second: the responsive legal concept of the
Perppu Cipta Kerja provision raises a greater political realm than the law. Bringing
up the concept of delegation in the Indonesian parliament as well as Brazil
conceptualised by Pereira Power and Renno, which is still far from meaningful
public participation. Third: the Perppu emergency has not been adequate in figh
al-darirah. This is marked by the dominance of mafsadah over maslahah from the
presence of Perppu on labour copyright. It is marked by the overriding of the
interests of the community by prioritising the interests of the group. In order to strive
for good regulations, it is necessary to have limitations in terms of formal and
material content, as in Islam and to compare Perppu with other countries for the
welfare of society and the progress of the State.

Keywords: Formality Legality, Stipulation of Perppu on Job Creation, Figh Al-
Dariirah
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MOTTO

Jika Kamu Merasa Gagal Hari Ini Nang, Ingin Menyerah, Lelah Dan Banyak
Ujian Kehidupan, Banyak Rintangan, Sangat Sulit, Maka Lihatlah Kebelakang
Masa Lalumu Bahwa Kamu Juga Pernah Merasakan Hal Yang Demikian Rasanya,
Akan Tetapi Kamu Dapat Bangkit Melewatinya Dengan Berhasil Sesuai Dengan
Versi Apa Yang Allah Inginkan, Apa Yang Kamu Harapkan, Bahkan Diluar Apa
Yang Kamu Harapkan. Maka Ambil Kesuksesan Pengalaman Itu Untuk
Mengalahkan Ketakutanmu.

Begitu Juga Jika Kamu Merasa Berhasil Hari Ini Atas Pencapaianmu, Penuh
Semangat Dan Percaya Diri. Ingat Bahwa Itu Hasil Dari Kegigihanmu
Semangatmu Yang Dulu Dalam Berprosesmu. Ingat Bahwa Jangan Cepat Puas
Atas Pencapaian Hari Ini, Terus Belajar Dalam Menuntut Segala [lmu Karena
Suatu Hari Nanti Kamu Pasti Melihat Dan Rasakan Hasil Dari Sabarnya
Belajarmu Terhadap Kehidupanmu.

- Mamah Saya Terkasih Ibu Nurhamida Nasution -

Mengalahkan Dan Melawan Keterbatasan Serta Kekurangan Untuk Menuju Hal-
Hal Yang Baik Yang Tidak Terbatas Dan Berhasil Melampauinya

- Rabiyatul Adawiyah Harahap -
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10

september 1987.

1. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangk
an

< Ba’ b Be

< Ta t Te

& Sa S s (dengan titik diatas)
z Jim i Je

z Ha’ h h (dengan titik dibawah)
¢ Kha’ kh Ka dan ha

2 Dal d De

3 Zal zZ z (dengan titik diatas)
B R& r Er

B za’ z Zet

o Sin S Es

8= Syin sy es dan ye
ue Sad s s (dengan titik dibawah)
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U= Dad d d (dengan titik dibawah)
L Ta’ t t (dengan titik dibawah)
L 7’ z z (dengan titik dibawah)
¢ Aln ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain g Ge

< Fa’ f Ef

a Qaf q Qi

< Kaf k Ka

J Lam ) ‘el

B Mim m ‘em

O Nun n ‘en

3 Wawu w W

° Ha’ h Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

$ Ya v Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah




5.

Ta’ Marbiitah di akhir kata

Bila dimatikan tulis A

EOLEN ditulis hikmah
L ditulis Jivah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

terpisah, maka ditulis dengan 4

. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

Ll oY1 ) S

ditulis

Karamah al-
auliya’

Bila t” Marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢
kil 3183 ditulis Zakat al-fitr

Vokal Pendek

_______ fathah Ditulis a

_______ Kasrah Ditulis 1

_______ dammah Ditulis u
Vokal Panjang

1 fathah + Alif Ditulis a
Jjahiliyah
EEILRES
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2 fathah + ya’ mati Ditulis a
tansa
3 kasrah + ya’ mati Ditulis r
s karim
4 dammah + wawu mati Ditulis i
furid
a8
6. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’mati Ditulis ai
Sy bainakum
2 fathah + wawu mati Ditulis au qaul
Js
7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
| Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
A3 S il Ditulis la’in syakartum
8. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyah
VA ditulis al —Qur’an
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bl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'1 (el)-nya

¢ laudl ditulis as —Sama’

el ditulis asy- Syams

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

oAl 55 ditulis zawi al-furiid

Al Jaf ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan salah
satu jenis Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia yang masuk
dalam hierarki Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam susunan hierarki
Perundang-Undangan tersebutlah mengakibatkan perbedaan dalam hal fungsi,
maupun materi muatan dari berbagai jenis Peraturan Perundang-Undangan
tersebut.! Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa hanya
Presiden yang dapat menetapkan Perppu namun hanya dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa. Oleh karena itu, dalam konstitusi yang tertuang dalam pasal 22
ayat (1) UUD 1945 memperkuat persyaratan konstitusional dalam keadaan negara
yang krisis dengan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur
ihwal kegentingan yang memaksa.? Yang pada hakikatnya substansi dari Perppu
juga harus berlandaskan Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia
serta tidak bertentangan dengan Konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dengan hak prerogatif yang

dimiliki dalam hal penerbitan Perppu menjadi aspek subjektif dari presiden dalam

! Maria Farida Indrawati S., Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik
Pembentukannya (Yogyakarta: PT. Kanasius, 2007), hlm. 80.

2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 1 Ayat (4).



menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang
Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022. Sejak hal itu ditetapkan
menimbulkan berbagai kegaduhan baik pro maupun kontra antara masyarakat,
pakar-pakar hukum, pemerintah, dan serikat pekerja seluruh Indonesia memberikan
pendapatnya terkait penerbitan Perppu Cipta kerja. Karena pada dasarnya Perppu
Cipta Kerja sendiri merupakan inkonstitusional bersyarat yang diberikan oleh
Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengatakan bahwa putusan 91/PUU-
XVIII/2020 merupakan bentuk presiden menentang daripada putusan Mahkamah
Konstitusi tentang judicial review undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
yang diamanatkan dalam putusan harus direvisi oleh lembaga legislasi yaitu DPR
dalam waktu 2 Tahun semenjak putusan dibacakan.’ Akan tetapi DPR tidak
melakukan revisi melainkan Presiden mengambil alih dengan menerbitkan produk
hukum baru yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal
ihwal kegentingan memaksa tentang Cipta Kerja dengan mengesampingkan DPR
dalam melakukan perbaikan sesuai yang diamanatkan oleh MK.

Kekuasaan yang dimiliki Presiden dalam terbentuknya Perppu sebetulnya
tidak berjalan satu jalan akan tetapi sebagai negara yang mengadopsi cheeck and
balances maka DPR hadir sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden yang dimana
hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat 2 UUD 1945 yang artinya dalam
sebuah Perppu konstitusi mengamanatkan subjektifitas Presiden dikeluarkannya

Perppu dan menjadi objektifitas DPR terkait menetapkan Perppu menjadi undang-

3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta
Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,”
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, akses 20 November 2023.



undang yang dimaknai jika DPR menyetujui Perppu maka akan diundangkan akan
tetapi jika tidak disetujui maka Perppu dapat dihapuskan. Hal itulah menjadi sebuah
kekuasaan akan seimbang karena adanya kontrol dan penyeimbang sehingga
menghindari dari praktik-praktik pemerintahan yang sewenang-wenang.*
Ketetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2023
oleh DPR menimbulkan kontroversi berkelanjutan, hal ini terlihat ada beberapa
gugatan kepada MK yang dilayangkan setelah ditetapkannya pada Tahun 2023
selain pengujian materil yang berulang, timbul pengujian formal terhadap Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023. Pasalnya DPR dalam keputusan sidangnya sepakat
bahwa tidak menolak hadirnya Perppu Cipta Kerja dan terpenuhinya negara dalam
hal ihwal kegentingan memaksa yang dipandang dari situasi ekonomi, hukum dan
politik negara Indonesia. Alasan mendesak sebagai bentuk antisipasi resesi global,
peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi, serta memberikan kepastian hukum
terkait pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri sebagai kunci dalam menjaring
investor untuk peningkatan ekonomi pasca setelah putusan MK No.91/PUU-
XVII/2020, sementara dari aspek geopolitik situasi dunia dihadapkan dengan
adanya perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terjadinya potensi krisis
pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim hal itu dijelaskan oleh menteri

koordinator perekonomian.’

4Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi:
Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” Constitution Journal, Vol. 2:1 (2023), hlm. 62.

SRofiq Hidayat, “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah,”
https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-Perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-
1t63aeb25790c1e/?page=1, akses 21 November 2023.



Lantas keputusan itulah yang menjadikan isu terkait Cipta Kerja semakin
mencuat kembali dan terulang. Perppu Cipta Kerja sendiri lahir berdasarkan
Jjudicial review atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang inskonstitusional
bersyarat, tolak ukur kegentingan memaksa dalam sektor ekonomi sebagai alasan
dikeluarkannya Perppu guna memperkuat pereckonomian Indonesia kurang
dipandang sesuai dengan kriteria hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebab data
yang ditemukan dalam hal investasi sepanjang bulan Januari sampai bulan
September 2022 realisasi investasi senilai Rp. 892,4 T dari target 2023 1.400 T
sehingga kegentingan diukur dalam mengejar target tersebut menimbulkan
kegentingan ekonomi karena ditakutkan akan mengancam adanya inflasi. Akan
tetapi kegentingan itu dipandang sebagai memaksa untuk genting daripada yang
seharusnya berupa kegentingan yang memaksa. Dengan demikian keabsahan
kegentingan akan ditafsirkan dengan data lebih lanjut terkait perspektif ekonomi
tentu akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.°

Hal yang sama juga disampaikan pakar hukum tata negara, Feri Amsari
memandang DPR mengundangkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
No. 6 Tahun 2023 tidak terpenuhinya kegentingan memaksa serta Perppu Cipta
Kerja sebagai akal-akalan pemerintah untuk memaksakan isinya dapat dijadikan
sebagai undang-undang dan menilai bahwa terlalu memaksakan gentingnya sebuah

negara.” Pendapat yang sama juga disampaikan oleh fraksi Demokrat dan PKS

¢ Metro TV, “Perppu Ciptaker, Kegentingan Memaksa Atau Memaksa Untuk Genting ?,”
https://youtu.be/f85C2siNcTU?si=Jx09ZqPd4yKQzKOI, akses 26 Maret 2024.

7 Ibid.



menolak disetujuinya Perppu Cipta Kerja di sidang DPR sebab tidak terpenuhinya
unsur hal ihwal kegentingan memaksa dari Negara Indonesia pada Tahun 2022.*
Adanya pengguliran yang berkepanjangan terkait pengaturan Cipta Kerja
seperti kelegalitasan dalam hal formal terbentuknya Perppu dengan unsur
kegentingan yang memaksa maka ini sudah menjadi polemik keberlanjutan yang
terulang sebab hal yang sama telah diputuskan MK terlebih dahulu dalam putusan
UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 bahwa UU Cipta Kerja cacat formal dalam
putusannya karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, soal Perppu juga harus diperhatikan karena pada dasarnya
Perppu sendiri Bagir Manan yang dikutip di dalam Jurnal Fitra Arsil menilai sebuah
Peraturan yang harus dipandang sebagai the necessary evil dalam arti sesuatu yang
harus dijauhi apabila terpaksa untuk ditempuh dengan membentuk hukum dengan

tidak seperti biasanya.’

Hal ini dipandang karena keistimewaannya dapat
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terkait baik dalam hal subjektifitasnya
maupun objektifitasnya dari terbitnya Perppu sebab apabila mayoritas DPR
berkoalisi sebagai pendukung Presiden maka kemungkinan jalan mulus bagi setiap
kebijakan yang akan dijalankan Presiden.

Berangkat dari gambaran masalah tersebutlah produk hukum dalam hal ini

Perppu dalam kondisi kegentingan memaksa tidak jarang dalam menimbulkan

pertentangan dan kontroversi disebabkan perbedaan penafsiran dalam memandang

$ Kompas TV, “DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang Siasat Akali MK?
Dua Arah”, https://youtu.be/f9cIRMHM3vM?si=IoSvNNkWNS5xyaGSlI, akses 26 Maret 2024.

% Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi
Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial,” Jurnal Hukum
& Pembangunan Vol. 48:1 (2018), hlm, 3.



genting tidaknya suatu situasi yang mendesak diklasifikasikan negara dalam
emergency law. Hal tersebut sesuai dengan regulasi dalam konstitusi dalam
memberikan kepada pemerintah selaku Presiden dalam menentukan hak prerogatif
subjektif keadaan kegentingan negara yaitu pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Sifat
subjektif yang dimiliki Presiden dalam produk hukum berupa Perppu tidak menutup
kemungkinan terjadi penyimpangan dari segi maksud dan tujuan. Di samping itu
juga objektifitas terkait Perppu kemungkinan akan terabaikan di bawah mayoritas
koalisi terhadap Presiden. Oleh karena itu Perppu Cipta Kerja menjadi suatu
problematik yang tidak berkesudahan dalam pandangan para pakar hukum ilmu
hukum darurat dan para pakar hukum tata negara, pihak buruh serta masyarakat. '’
Mengingat bahwa persepsi frasa hal “ihwal kegentingan memaksa”
sebelumnya sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
138/PUU-VII/2009 untuk menghindari multitafsir terkait hal “ihwal kegentingan
memaksa” penafsiran terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut
dalam 3 Kkriteria, antara lain:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat di atasi dengan cara membuat Undang-

Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama

10 Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif,” Jurnal
Masalah-Masalah Hukum Vol. 1:42 (2012), him. 137-140.



sedangkan keadaan tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.'!

Adanya kriteria tersebutlah peneliti akan lebih mendalam menemukan
indikator kegentingan memaksa dan mendesak Negara Indonesia dari
ditetapkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang
disetujui oleh DPR. Sebagai bentuk dalam pembangunan sistem nasional dan
penguatan bidang ekonomi Negara Indonesia. Adanya ketetapan Perppu Cipta
Kerja serta diundang pada mulanya adalah sebuah hasil dari keterbukaan Negara
Indonesia dalam membentuk suatu hukum yang responsif terhadap kebutuhan
sosial yang didasarkan mempertimbangkan secara sistematis lengkap tentang fakta
sosial serta tujuan adalah penerapan dan pelaksanaan hukumnya.

Sebagai fungsi regulasi dalam pandangan konsep hukum responsif dalam
arti pengelaborasian kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan
tujuan hukum. Mengklarifikasikan kepentingan publik sebagai bagian dari fungsi
regulasi maka merekontruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang
telah dipelajari.'” Sehingga teori ada agar suatu praktik tidak jauh melenceng dari
tujuan hukum, kesejahteraan Negara Indonesia serta cita dan hukum. Karena
Perppu adalah produk hukum yang memiliki tujuan dan cita yang harus di
interpretasikan sehingga tujuan adanya produk hukum Perppu ini perlu untuk

ditafsirkan dalam penelitian.

' Ali Marwan Hasibuan, “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government
Regulation In Lieu Of Law),” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1:5 Maret (2017), him. 116.

12 Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif., Pilihan Di Masa Transisi,
Penerjemah Rafael Edy Bosco (Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003), him. 88.



Permasalahan semakin kompleks ketika sebuah Perppu dihadapkan dengan
hukum Islam. Sebab Islam telah lebih dulu mengatur tentang Kenegaraan. Seperti
halnya dalam figh al-dariirah. Hadirnya teori konsep darurat dalam Islam adalah
menambah pandangan sebagai validasi dari keadaan diperlukannya dikeluarkan
sebuah Perppu dan menghindari sebuah penyalahgunaan dan tidak jelasan sebuah
produk hukum.

Latar belakang tersebutlah menuntun penulis dalam mengkaji lebih dalam
tentang Perundang-Undangan baik mendalami suatu Perundang-Undangan itu
sendiri dengan teori-teori hukum sebagai pisau analisis serta mendalami daripada
hukum Islam terkait sebuah produk Peraturan Perundang-Undangan untuk
menambah perspektif ilmu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta
Kerja dalam tinjauan teori legislasi?

2. Mengapa terbentuknya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang ketetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dalam
hukum responsif?

3. Bagaimana figh al-dariirah memandang kegentingan memaksa Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Tujuan penelitian dari Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Figh

Al-Darurah adalah menjelaskan legalitas formal ketetapan Perppu cipta kerja.

Menemukan tentang kepastian dan dasar filosofis dari terbentuknya ketetapan dari

Perppu dengan legalitas Perundang-Undangan terhadap kegentingan memaksa,

dalam hukum responsif sebagai upaya mewujudkan tujuan negara dan sistem

hukum nasional. Serta menjelaskan dan menemukan kegentingan memaksa yang

mendesak dalam penerbitan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Perppu

yang baik dalam figh al-dararah.

2. Kegunaan Penelitian

a.

1))

2)

3)

4)

Manfaat Teoritis

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dalam Islam yaitu figh al-darirah.
Penelitian Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah
kajian wawasan dalam bidang hukum tata negara dalam bidang
Peraturan Perundang-Undangan dan sistem hukum Nasional.
Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi kehidupan demokratis
dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi untuk
menjawab berbagai permasalahan-permasalahan dalam hukum
nasional dan hukum Islam terkait tata negara dalam hal pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Manfaat Praktis
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1) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat terkait
hukum serta tata negara nasional dan tata negara Islam.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi
menambah wawasan mahasiswa terkait dunia hukum dalam
pembentukan Perundang-Undangan.

3) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
terkait Islam dan hukum terkait tata negara terhadap penulis yang akan
bermanfaat untuk masa depan nantinya dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dapat dilakukan tidak semata-mata dari sebuah temuan dari
kerisauan fakta sosial yang terjadi dari sebuah karya ilmiah yang terbentuk. Akan
tetapi sebagai dalam penunjang karya ilmiah yang baik, peneliti mempelajari
banyak kajian terlebih dahulu untuk menemukan celah kekosongan yang belum
diteliti guna menyempurnakan sebuah penelitian yang berguna dalam masyarakat
serta perkembangan hukum. Maka dari itu peneliti tentu menyadari banyaknya
pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai, Legalitas Formal
Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja Perspektif Figh Al-Darirah, yang telah dilakukan oleh
banyaknya akademisi sebelumnya tentu hal itulah menjadi batu loncatan dalam
terbentuknya sebuah karya ilmiah ini.

Untuk memudahkan peneliti dalam memposisikan penelitian ini. Peneliti

membagi kajian terdahulu menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek yang

diteliti. Di antaranya mengenai legalitas formal ketetapan Perppu, Peraturan
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pemerintah pengganti undang-undang, tentang Cipta Kerja serta mengenai figh al-
dariirah.

Sebagai pijakan awal terbentuknya sebuah penelitian yang dilakukan
peneliti pada awalnya berangkat dari temuan kekosongan yang diteliti dalam Tesis
dalam karya Zakaria Anshori dengan judul “Keberlakuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu)”. kriteria hukum yang dimaksud dalam
pembentukan Perppu adalah persoalan jalannya roda pemerintahan untuk bisa
diatasi karena Perppu suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diterbitkan
berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan memaksa Perppu diharapkan dapat
mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dalam ranah kegentingan memaksa
berupa Perppu yang tidak memungkinkan adanya suatu Peraturan Perundang-
Undangan biasa.”’ sehingga dalam hasil penelitian tersebut penulis menilai
kesamaan dasar pemikiran terkait perlu adanya penelitian yang berkelanjutan
terkait suatu legalitas dari kepastian, kemanfaatan dalam sebuah terbentuknya
Perppu.

Sebenarnya Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak lepas
dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah
Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dari Atang

Irawan dengan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tahap

13 Zakaria Anshori, “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” Tesis
Universitas Airlangga, 2015.
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perbaikan sesuai dengan proses pembentukannya Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 dengan metode omnibus law."

Hasil putusan terkait Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi No.
91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja oleh Hirma dan
Syamsir pada dasarnya dapat berimplikasi hukum terhadap Undang-Undang Cipta
Kerja berupa dalam jangka waktu 2 Tahun pasca putusan dibacakan jika perbaikan
tidak diselesaikan demi kepastian hukum maka undang-undang akan dicabut akan
tetapi jika dilakukan perbaikan dengan jangka 2 Tahun maka berlaku karena
kurangnya partisipasi masyarakat serta tidak diperbolehkan membentuk Peraturan
pelaksana, kebijakan strategis terkait Undang-Undang Cipta Kerja.”®

Hadirnya Perppu Cipta Kerja No. 02 Tahun 2022 tentu menjadi pertanyaan
atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji Formal sehingga menyebabkan
Paradoks Legislasi Perppu Cipta Kerja : Kepentingan Atau Kegentingan Yang
Memaksa? Dari peneliti Tulus Asa Perdana dan Wendra Yunaldi berupa Perppu
Cipta Kerja adalah patologi autocratic legalism yang ditampilkan dari
pemerintahan dengan mengakali dan membangkang terhadap perintah putusan
Mahkamah Konstitusi dari putusan 91 dengan menggunakan hukum untuk
legalisasi regulasi dengan kegentingan memaksa yang kontradiktif konsiderans

rancu tidak sesuai dengan putusan 138 Mahkamah Konstitusi, tidak memasukkan

14 Atang Trawan, “Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII1/2020,” Jurnal Legitasi Vol. 23: 1 (2022).

15 Syamsir Hirma, “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
Tentang Undang-Undang Cipta Kerja,” Journal Of Constitutional Law Vol.3: 1 (2023).
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partisipasi masyarakat dan indikator Perppu tidak memenuhi secara komulatif dan
alternatif atas putusan Mahkamah Konstitusi 138.'°

Begitu juga terkait Legalitas Formal Penerbitan Perppu Cipta Kerja:
Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition Ni Kadek Ayu
Sri Undari. Presiden dalam memaknai kegentingan yang memaksa yang lebih
mengarah pada kegentingan yang dipaksakan. Materi UU Cipta Kerja tidak jauh
berbeda dengan Perppu cipta kerja. Kondisi diperparah dengan oversized coalition
melalui dominasi partai koalisi. Legitimasi objektifitas formal atas Perppu Cipta
Kerja tanpa mengindahkan dinamika penolakan di tengah masyarakat maupun
amanat putusan MK.!7

Antara putusan mahkamah konstitusi tentu ada kesenjangan berupa
Legalitas Perppu Cipta Kerja Di Antara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan
Mahkamah Konstitusi dari Syokron Jazil dan Halimatus Syakdiyah berupa Perppu
Cipta Kerja merupakan produk gagal paham terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sehingga legalitas dan eksistensinya menjadi
problematika yang sangat krusial karena bertolak belakang dengan fakta dan teori. '®

Berbicara perihal Perppu Cipta Kerja tentu tidak lepas dari aturan yang

diaturnya berupa Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada Perppu No. 2 Tahun 2022

16 Tulus Asa Perdana dan Wendra Yunaldi, “Paradoks Legislasi Perppu Cipta Kerja:
Kepentingan Atau Kegentingan Yang Memaksa?,” Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam Vol.
10: 2 (2023).

17 Ni Kadek Ayu Sri Undari, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas
Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition,” Jurnal Kertha Semaya Vol. 11:4 (2023).

18 Syokron Jazil dan Halimatus Syakdiyah, “Legalitas Perppu Cipta Kerja Di Antara
Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” Yurispruden Vol. 7:1 (2024).
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Tentang Cipta Kerja Perspektif Magashid Al-Syari‘ah dari Ibnu Murtadho dengan
hasil ketidakpastian upah dapat mengganggu aktifitas beribadah dan dapat
mengancam agama dengan ketidakpercayaan terhadap Tuhan sehingga ketetapan
upah minimum harus ditinjau dari aspek magqdashid al-syari‘ah dengan magqashid
daruriyyat kebutuhan primer yang harus terpenuhi baik ad-diin, nafs, mal, al-aql,
dan an-nasl."’

Begitu juga Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Magdashid Al-Syari‘ah Al-Syatibi dari
penelitian Zahro Rosyida Alifatus dengan hasil ketentuan perjanjian kerja dalam
hal PKWT yang dibentuk secara tidak tertulis dalam perspektif Magashid Al-
Syari‘ah dengan tinjavan lebih dalam soal ketentuan mengenai pembuatan
perjanjian kerja yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sejauh mana
regulasi memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.?’

Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang dari penelitian Aini Shalihah dan Lian Fawahan

dengan hasil penerapan dan pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih

19 Tbnu Murtadho, “Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada Perppu No. 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Perspektif Magdashid Al-Syari‘ah,” Buletin Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1:5
(2023).

20 Zahro Rosyida Alifatus, “Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi” ( Tesis Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim., 2023).
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jauh dari kata maksimal karena pemerintah membentuk kebijakan yang belum
melibatkan partisipasi publik dan situasi ekonomi saat ini masih belum teratasi.?'

Terkait daripada itu perlu Meneropong Kepatian Hukum Bagi Pelaku Usaha

Pasca Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ensuring
Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work) dari
penelitian Diani Kesuma dengan hasil pascaa Perppu pada 30 Desember 2022 Bank
Dunia melaporkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua Asia Tenggara
penerima FDI menandakan aspek positif hadirnya pengaturan tentang Cipta Kerja
bagi investor dan pelaku usaha karena adanya undang-undang ketetapan Perppu
Cipta Kerja menambah kepastian hukum bagi pelaku usaha baik investor asing
dalam berinvestasi.?

Jika diulik perihal terbentuknya Perppu tentu tidak lepas dari Tinjauan
Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang karya Imanuel Tampubolon hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa
yang dimiliki oleh seorang Presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.
Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan Presiden memiliki kewenangan

yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi.?’

2l Aini Shalihah dan Lian Fawahan, “Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak
Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Jurist-Diction Vol. 6:4 (2023).

22 Diani Kesuma, “Meneropong Kepatian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ensuring Legal Certainty For Businessmen
Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work),” Jurnal Selistik Vol. 9:6 (2023).

2 Imanuel Tampubolon, “Tinjauan Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang” Tesis Universitas HKBP Nommensen, 2022.
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Tinjauan Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam
Perspektif Sosiologi Hukum Jurnal karya AA Muhammad Insany Rachman, Evi
dwi Hastri dan Rusfandi Rusfandi. Masyarakat masih mempunyai waktu dan upaya
untuk menyikapi Perppu tersebut dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawalan
sebelum menjadi Undang-Undang, yaitu dengan demonstrasi dan permohonan
pengajuan uji materiil serta sosiologi hukum berperan dalam menemukan solusi
terkait permasalahan yang ada.**

Perppu No. 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa dan Putusan
Mahkamah Konstitusi, Jurnal Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, Gindo L.
Tobing dalam temuannya bahwa Perppu khususnya untuk memaknai hal ikhwal
kegentingan yang memaksa, dikaitkan dengan putusan MK No. 91/PUU-
XVI1/2020 tanggal 3 November 2021, maka penerbitan PERPPU No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja tidak memenubhi alasan konstitusional dan terkesan dipaksakan.
Hal ini telah mengakibatkan penerbitan PERPPU No. 2 Tahun 2022 merupakan
perbuatan yang melanggar putusan Mahkamah Konsitusi dan berdampak negatif
dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.?

Perihal “Hal Ihkwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Muhammad

24 Rusfandi Rusfandi AA. Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, “Tinjauan
Ketetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,”
Jurnal Panah Keadilan Vol. 2:1 (2023).

2> Gindo L. Tobing Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan, “PERPPU No. 2 Tahun
2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Ilmiah
Indonesi Vol.8:2 (2023).
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Rinaldy Bima Perppu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku harus
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.?

Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun
2020 Perspektif Hukum Responsif dan Maslahah Mursalah” dari penelitian
Syukron Jazil bahwa pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta
tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan
serta pandangan Maslahah Mursalah.”’

Pandangan demi pandangan hadir termasuk Tinjauan Para Ahli Terhadap
Hadirnya Perppu Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang
Cipta Kerja yang dihasilkan oleh Ardiansyah berupa pembentukan Perppu Cipta
Kerja maupun Perppu lainnya harus selalu memberikan dampak yang baik berupa
dampak positif antara pemerintah dan masyarakat dengan jangka waktu Perppu
harus ditetapkan untuk ke depannya.?®

Dalam hal perlunya suatu Perppu yang dikeluarkan dapat berguna dan baik
sesuai hukum dan prosedur yang baik dari Peraturan Perundang-Undangan maka
Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu Studi Perkara

Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial

26 Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan
Keadilan Vol. 7:1 (2019).

27 Syukron Jazil, “Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun
2020 Perspektif Hukum Responsif Dan Maslahah Mursalah,” Jurnal of Constitutional Law Vol. 3:2
(2021).

28 Ardiansyah, “Tinjauan Para Ahli Terhadap Hadirnya Perppu Atas Putusan Mahkamah
Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2023).
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dari Fitri Arsil bahwa pembatasan tersebut bukan saja dari segi prosedur
pembentukannya akan tetapi harus datang dari pembatasan dalam hal materi
terhadap Perppu.?’

Substansi berikutnya berupa Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada
Undnag-Undang No. 6 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus
Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW Lampung) dari penelitian
Virga Septa Hadi berupa tenaga kerja pada undang-undang No. 6 Tahun 2023 telah
mengalami perubahan atas undang-undang tersebut berupa jenis pekerjaan yang
tidak dibatasi sehingga mengakibatkan fleksibilitas kerja dan pandangan siyasah
tidak adanya ketidakpastian pekerja dalam mendapatkan pekerjaan.°

Adanya pandangan hukum Islam terhadap Konsep Darurat Negara Dalam
Perspektif Figh Siyasah Dan Hukum Tata Negara Studi Kasus Terhadap
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948-1949 dari Moch H

Kharismulloh Hilmatiar bahwa menurut konsep figh siyasah terhadap konsep

darurat dalam negara menunjukkan PDRI telah memainkan peranan penting dalam

2 Fitri Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi
Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial.” Jurnal Hukum
& Pembangunan, Vol. 48:1 (2018).

3 Virga Septa Hadi, “Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undnag-Undang No. 6
Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di
Tinjau Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW
Lampung)” ( Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2023).



19

perjuangan bangsa Indonesia dari masa mempertahankan kemerdekaan dari agresi
militer Belanda.®'

Dalam telaah pustaka yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik garis
besarnya bahwa kajian terdahulu dari kesembilanbelas di atas sangat berbeda dan
masih ada yang harus diteliti lebih lanjut dengan pengkajian dan penelitian oleh
penulis dengan menggabungkan hukum nasional dengan hukum Islam dalam
simpul Ketatanegaraan menjadi satu kajian yang lengkap hal ini dihadirkan karena
dalam keabsahan dari sebuah produk hukum atau kebijakan yang hadir harus
didasari dengan aturan yang legal sesuai dengan Konstitusi dan aturan lainnya yang
berlaku tentu hal itu adalah proses yang penting yang tidak boleh dilupakan.
Dengan demikian legalitas tersebut perlu untuk dikaji dengan teori legislasi konsep
hukum responsif dan figh al-dariirah dalam sebuah penelitian untuk perkembangan
hukum dengan nilai-nilai Kenegaraan Islam sehingga tentu penelitian dengan judul
yang tertuang di dalam penelitian ini berupa Legalitas Formal Ketetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
Perspektif figh al-dariirah jauh berbeda dengan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Legislasi

Teori legislasi juga disebut sebagai teori Perundang-Undangan, terkait teori

legislasi ditulis oleh Petter Noll dalam bukunya Gesetzgebungslehre di mana Noll

beranggapan bahwa secara ekslusif terfokus pada ajudikasi sementara perihal

31 Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar, “Konsep Darurat Negara Dalam Perspektif Figh
Siyasah Dan Hukum Tata Negara Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Tahun 1948-1949,” Al-Mazahib Vol. 3:1 (2015).
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legislasi tidak terlalu diperhitungkan dan diperhatikan.** Istilah teori legislasi dalam
bahasa Inggris berupa legislation of theory sedangkan dalam bahasa Belanda
berupa sengan theorie van de wetgeving yang pada dasarnya biasa dikenal dengan
teori membuat atau menyusun undang-undang.*

Dalam arti sempit teori legislasi pada dasarnya berupa proses dan produk
pembuatan undang-undang, di satu sisi dalam arti yang lebih luas termasuk
pembentukan Peraturan pemerintah dan Peraturan lain dengan kewenangan dari
Undang-Undang, sehingga jika ditarik benang merah atas pengertian daripada teori
legislasi dapat dimaknai berupa teori yang mengkaji Perundang-Undangan mulai
dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pada
pengundangan hingga jika disederhanakan teori legislasi berfokus pada proses
pembentukan undang-undang beserta tahapan penyusunannya.>*

Serangkaian teori legislasi yang dipaparkan, pada dasarnya berporos pada
proses pembentukan Perundang-Undangan dengan berbagai tahapan apa yang telah
disampaikan. Maka dihubungkan dengan problem akademik yang pertama dalam
penelitian Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Figh Al-Darurah.

Sebagai bentuk menemukan proses dari hadirnya Perppu Cipta Kerja yang

32 Petter Noll, Gesetsgebungslehre, (Reinbek: Rohwohlt, 1973), him. 314 Sebagaimana
Dikutip Oleh M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, Teori
Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia (Bengkulu: CV. Ziqie Utama, 2019),
hlm. 21.

3 Anis Ibrahim, “Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan
Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur” (Tesis Universitas

Diponegoro Semarang, 2008), him. 114.

3% Ibid, hlm. 4-5.
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kemudian ketetapan Perppu menjadi undang-undang adalah proses Perundang-
Undangan yang harus diteliti dengan menggunakan teori legislasi. Paradigma teori
legislasi terkait proses terbentuknya Perundang-Undangan akan mampu menjawab
daripada legalitas formal dalam proses hadirnya Perppu Cipta Kerja yang kemudian
ditetapkan Perppu menjadi undang-undang. Hal ini karena formal dari suatu
terbentuknya Perundang-Undangan berbicara terkait proses terbentuknya dan dasar
terbentuknya produk hukum tersebut. Di samping menemukan suatu realitas atas
kesenjangan dengan proses dan dasar maka akan ditemukan suatu legislasi terkait

hak prerogatif Presiden terkait produk hukum berupa Perppu.

Dasar hukum adalah kegentingan
memaksa dalam UUD 1945 dan
Undang-Undang Pembentukan

A 4

Legalitas Formal Perundang-Undangan
Ketetapan Perppu
Cipta Kerja No. 6
Tahun 2023
Tentang Cipta
Kerja
Proses
»|  Pembentukannya

\ 4

Teori Legislasi

A 4

Tahap perencanaan,
penyusunan, pembahasan,
pengesahan, dan
pengundangan

Gambar 1. Kerangka Teori Legislasi



22

2. Hukum Responsif

Teori hukum responsif adalah yang dikonsepsikan Philippe Nonet Philippe
Selznick teori hukum yang memuat pandangan kritis, teori yang berpandangan
bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan
sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan
tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sehingga ciri dari konsep hukum
responsif adalah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan
tujuan kemudian kedua adalah pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum
maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil yaitu
tujuan-tujuan hukum yang akan dicapai di luar hukum tatanan hukum
dinegoisasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi atau paksakan. Sehingga
hukum responsif berorientasi dalam penemuan tujuan-tujuan yang tersirat dalam
sebuah kebijakan. Karakteristik hukum responsif indikatornya berupa legitimasi,
Peraturan, pertimbangan, diskresi, paksaan, moralitas, politik, harapan akan
ketaatan, partisipasi.®®

Tipe dari hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan akan tetapi
mengembangkan keadilan agar mencakup keadilan substantif.’® Nonet dan
Selznick dalam teori hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons

terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya

35 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi,
Penerjemah Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Ford Foundation-Huma, 2003), hlm. 107 .

36 Rina Arum Prastyanti, Anindhiastuti Ayu, and Kusuma Asri, “Analisis Hukum Responsif
(Studi Pada Kasus Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi
Informasi ),” Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB) Vol. 7:1 (2017), hlm.
294.
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yang terbuka maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima
perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Sebab
Nonet dan Selznick merupakan program dari sosiological jurisprudence dan realist
Jurisprudence.’’

Serangkaian pengertian dari hukum responsif yang dihadirkan dalam
penelitian Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Figh Al-Darurah.
Mengkaji tujuan adanya ketentuan terbentuknya ketetapan Peraturan pemerintah
pengganti undang-undang perihal ketenagakerjaan atas dasar kegentingan
memaksa, seperti halnya yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik
Indonesia dalam hal ini aspek formal. Patokan hadirnya konsep hukum responsif
pada dasarnya berfokus kepada interpretasi secara mendalam mengenai tujuan
dibentuk kebijakan hukum yang telah dikeluarkan. Tidak hanya sekedar
mengidentifikasi suatu produk hukum responsif atau tidak yang dianalisis dengan
indikator karakterisitk hukum responsif, melainkan lebih dari itu mengingat suatu
kebijakan hadir di samping untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah-
tengah masyarakat, dan dasar dari produk hukum yang dikeluarkan dalam hal ini
aspek formal adanya Perppu dan ketetapan undang-undangnya untuk mendukung
partisipasi masyarakat yang bermakna.

Maka hukum responsif ada dalam penelitian ini sebagai bentuk untuk

memberikan bahwa produk hukum lahir tidak semata-mata karena aspek formal

37 Henry Arianto, “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” Lex Jurnalica
Vol 7:4 (2010), hlm. 115.
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dengan dalih keresahan masyarakat yang didukung konstitusi, akan tetapi materi

hukum juga harus mencerminkan dari tujuannya. Jika kedua aspek itu dapat

dihubungkan dengan baik maka suatu kebijakan tentu akan memberikan

kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan hukum dan tujuan Negara.

Legalitas Formal
Ketetapan Perppu
Cipta Kerja No. 6
Tahun 2023
Tentang Cipta
Kerja

Dasar hukum adalah kegentingan
memaksa dalam UUD 1945 dan
Undang-Undang Pembentukan

Perundang-Undangan
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Tujuan Proses

Pembentukannya

\ 4

Hukum Responsif

A 4
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Gambar 2. Kerangka Teori Hukum Responsif

3. Figh Al-Dariirah

Kondisi genting tersebut dalam hukum Islam disebut sebagai darurat al-

darirah. Sesuai dengan karakteristiknya, hukum Islam dibangun atas dasar kaidah

mengambil manfaat dan menolak kerusakan sehingga hukum darurat ini menjadi
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sangat penting. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai
keterbatasan, sedangkan Allah SWT. Sebagai Asy-Syéari’ (pembuat syariat) tidak
membebankan hukum kecuali sesuai dengan batas kemampuan hamba-Nya.
Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dapat terjadi karena didasari
oleh upaya untuk penyelamatan jiwa atau harta benda yang dimiliki. Tujuan syariat
adalah sebagai berikut: pertama, untuk penyucian manusia sehingga setiap muslim
dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat; kedua, untuk menegakkan
keadilan baik sesama muslim maupun dengan non muslim; ketiga, untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang Islam terutama dalam menjaga agama
(hifz ad-din), menjaga akal (hifz al- ‘aql), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga harta
(hifz al-mal), dan menjaga keturunan/kehormatan (%ifz an-nasl).>®

Al-dararah secara etimologi merupakan isim mashdar yang bermakna
dengan kata idhthirar yang berarti keadaan yang terpaksa dan mendesak yang
artinya suatu kebututuhan yang sangat mendesak.*®. Hal ini didasarkan pada kaidah
yang menyatakan suatu kebutuhan diletakkan pada tempat darurat baik kebutuhan
itu bersifat umum maupun khusus sehingga fikih darurat melindungi kemaslahatan
manusia, terutama kemaslahatan yang bersifat primer daririyah, menghilangkan
kesulitan manusia agar terhindar dari kerusakan dengan mengacu pada tujuan

syariat Islam.* Figh al-darirah adalah figh yang bertujuan menyelesaikan masalah

38 Ramadan Al-Buti, Dawabit al-maslahah Fi Assyar’i al-Islami, (Bairut: Muassasah
Arrisalah), him.178. Dikutip Dalam Buku Lukman Arake, Otoritas Kepala Negara Dalam Islam
(Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), him. 70.

3 Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, Alih bahasa Abdul Majid, Fikih Darurat:
Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah Diterjemahkan Dari Buku Figh al-darirah :
Ma ‘alimuhu wa Dawabituhu (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2018), hlm. 35.

40 Ibid, hlm. 36-42.
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yang ditimbulkan oleh situasi sulit dan darurat dengan menerangkan kaidah-kaidah
hukum syariat dalam menyikapi situasi tersebut.

Penelitian Legalitas Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Figh Al-
Dariirah. Untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalam magdshid al-
syari‘ah dengan mempertimbangkan aspek darurat dengan menimbang secara teliti
antara maslahah dan mafsadah dalam hadirnya produk hukum Perppu dan
ketetapannya menjadi undang-undang. Sehingga dalam keadaan darurat tidak ada
pilihan lain selain memilih satu dari dua hal yang sama-sama memiliki dampak
negatif mafsadah yang di mana pada dasarnya harus memilih dampak negatifnya
terkecil sebelum menetapkan sebuah hukum sebagai bentuk sikap batin dalam
menimbang antara maslahah dan mafsadah dalam mengeluarkan kebijakan dalam
Perppu Cipta Kerja.

iodall Lo del ) o sl O 5

Sejalan dengan hal itu Ibnu Taimiyah selanjutnya menyamaikan orang yang
cerdas bukanlah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk
namun orang yang mengetahui mana yang paling baik di antara dua kebaikan dan
mana yang paling buruk di antara dua keburukan.*! Dengan demikian Figh al-
dariirah hadir dalam memandang keadaan darurat yang telah diterapkan oleh
Negara dalam hal ini Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-
undang, kemudian ditemukan validasi terhadap keadaan darurat itu dalam figh al-

darirah dengan penemuan kaidah-kaidah yang sesuai dengan figh al-darirah yang

41 Ibid.
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dalam hal ini serangkaian tersebut merupakan aspek legalitas yang harus dipenuhi

dari hadirnya Perppu dalam pandangan figh al-darirah.

Dasar hukum adalah kegentingan
.| memaksa dalam UUD 1945 dan

Legalitas Formal
Ketetapan Perppu
Cipta Kerja No. 6

Undang-Undang Pembentukan
Perundang-Undangan

Tahun 2023
Tentang Cipta
Kerja
Proses
»|  Pembentukannya
v
Figh Al-Dararah

A4

Sikap Batin Presiden Mempertimbangkan Kaidah Figh Al-Dariirah

maslahah dan mafsadah

Gambar 3. Kerangka Konsep Figh Al-Dariirah

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang di mana dijadikan sebagai

acuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (library

research) serta penelitian berupa penelitian hukum yuridis normatif dengan

penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang

dikaji sebagai sumber datanya, yaitu seperti melihat kriteria serta landasan filosofis,
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sosiologis, dan yuridis dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Perppu.
Kemudian daripada itu selanjutnya dilakukan identifikasi persoalan terkait dengan
pembentukan suatu teori legislasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan
perspektif figh al-dariirah, teori legislasi dan hukum responsif. Sehingga dalam
menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan
dengan masalah pokok penelitian yaitu hukum responsif dan Konsep Darurat dalam
figh al-darirah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan deskriptif analitis, yakni
dilakukan dengan mengumpulkan data-data, kemudian disusunnya dengan cara
deskripsikan mengklarifikasikan dengan menggambarkan, menguraikan data yang
diperlukan kemudian menganalisisnya yang berkaitan dengan pembentukan
undang-undang dengan perspektif Islam yaitu figh al-darirah. Kemudian untuk
menentukan ada atau tidaknya hubungan antara sesuatu gejala dengan yang lain
dalam masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan
berupa pendekatan undang-undang (statute approach), yang dimana pendekatan
undang-undang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum, dan kesesuaian
undang-undang dengan UUD atau antara regulasi dan UUD regulasi. serta dasar-
dasar lahirnya undang-undang tersebut dengan mempelajari ratio legis dasar
ontologis dan kandungan filosofis untuk melihat ada atau tidaknya benturan

filosofis anatar undang-undang dengan isu yang dihadapi. Kemudian dianalisis
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dengan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan teori legislasi, hukum
responsif untuk mendapatkan solusi. Kemudian penelitian pendekatan konseptual
(conceptual approach) menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi terkait Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketetapan Perppu.
Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menggambarkan
atau membangun argumentasi konsep yang bersandar dalam doktrin-doktrin serta
kaidah-kaidah dalam figh al-dariirah.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian
kepustakaan maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber-
sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:
a. Sumber bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari
1) Al-Baqarah Ayat [2] 173
2) Al-An’am [6] Ayat 145
3) Hadist Ibnu Abbas
4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.
7) Undang-Undang Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 6 Tahun 2023.
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8) Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi putusan 91, putusan 138
dan putusan 54 tentang Peraturan Cipta Kerja.

b. Sumber bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi
tulisan teks buku-buku teori legislasi, konsep hukum responsif, figh al-
dartirah dan teks tesis hukum serta disertasi hukum, teks jurnal-jurnal
hukum, dan pendapat-pendapat para ahli hukum.

c. Sumber bahan tersiernya adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
berupa indeks ekonomi, kumulatif putusan,

d. Sumber bahan nonhukum adalah berupa buku-buku mengenai diluar
hukum seperti pendapat pakar ekonomi. Kemudian dialog para ahli dalam
siaran televisi, serta pembahasan seputar literatur ekonomi.

5. Analisis data

Analisis data dalam tulisan ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian
tesis ini, penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan
diolah untuk menjadikan kesimpulan secara khusus yang bertujuan agar
memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang hendak
diteliti. Acuan dasarnya terdapat pada teori yang digunakan sebagai pijakan awal,
kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai fakta-fakta yang
berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang bersumber dari undang-
undang, teori hukum, dogma hukum, teori hukum responsif dan ilmu hukum dan
lain sebagainya yang kemudian dikaji dengan menggunakan perspektif [slam yang

berupa figh al-darirah.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis yang berjudul “Legalitas
Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun
2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Figh Al-Dariirah” yang tersusun atas 5 (lima)
bab yang terbagi atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan
penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan
penelitian yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan latar
belakang masalah sebagai titik awal masalah yang ada dalam penelitian tesis ini,
kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kegunaan penulisan dalam tesis,
telaah pustaka, kerangka teori sebagai pisau analisis yang tumbuh berdasarkan
teori-teori yang mendukung data yang telah ada, kemudian metodologi penelitian
serta penulisan tesis ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang landasan teori yang dibagi menjadi: Pertama, pengertian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kedua figh al-dariirah. Ketiga
teori legislasi, Keempat hukum responsif. Keempat teori ini yang nantinya akan
digunakan dalam menganalisa secara mendalam terkait pembahasan “Legalitas
Formal Ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun
2023 Tentang Cipta Kerja figh al-darirah” Di dalam bab kedua ini merupakan
penjabaran lebih lanjut terkait dengan kerangka teori yang sudah dijelaskan di awal
yaitu konsep figh al-darirah, teori legislasi dan hukum responsif.

Bab ketiga, menjelaskan tentang “Legalitas Formal ketetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”.
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Dimana di dalam sub bab akan dijelaskan mengenai latar belakang Pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja, kegentingan memaksa, dan Pembentukan Peraturan
Undang-Undang dalam sistem hukum Indonesia.

Bab keempat, menjelaskan analisis data terkait “Legalitas Formal Ketetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta
Kerja Perspektif Figh Al-Darirah”. Di dalam bab ini akan disajikan pembahasan
mengenai analisis ilmu perundang-undang dalam analisis legalitas formal dengan
figh al-dariirah, teori legislasi, hukum responsif pembentukan Perppu Cipta Kerja
dan bagaimana hukum Islam melihat proses pembentukan Perppu Cipta Kerja serta
menemukan otoritas Presiden. Sehingga pada akhirnya akan memberikan solusi
yang diberikan oleh penulis dilihat dari perspektif ilmu Syari’ah dan ilmu hukum
terkait problematika pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia saat
sekarang.

Bab kelima, penutup, Penulis akan memaparkan kesimpulan yang akan di
ambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang

telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat perihal saran-saran.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Legalitas Formal undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang ketetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak tervalidasi terhadap
teori legislasi. Hanya tervalidasi terhadap asas perlunya pengaturan. Hal ini
menggunakan asas-asas yang termasuk ke dalam Peraturan Perundang-
Undangan yang baik. Dengan hal ini temuannya adalah bahwa Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 dalam asas-asas ilmu
Perundang-Undangan tidak memenuhi tujuan yang jelas, asas dapat
dilaksanakan karena kondisi ekonomi seperti yang di khawatirkan oleh
Pemerintah, seperti kondisi ekonomi yang terjadi pada saat Indonesia
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sehingga
terlalu memaksakan kegentingan memaksa dan proses legislasi dinilai jalan
pintas sebagai pelegalan ketetapan Perppu cipta kerja. Di samping itu
Teknik pembentukannya telah melewati proses pembuatan Perppu sehingga
ditemukan suatu kekuasaan yang kuat atas legislasi oleh Presiden sehingga
memungkinkan produk hukum yang dikeluarkan otoriter dengan hierarki
Perundang-Undangan juga bertentangan atas keluarnya Perppu serta
ketetapan Perppu menjadi Undang-Undang karena tidak terpenuhinya

indikator hal ihwal kegentingan memaksa.

2. Konsep hukum responsif bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

151
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Undang tidak sesuai konsep hukum responsif dengan sifat yang terbuka, dan
sebagai fasilisator aspirasi di dalam masyarakat karena Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibentuk dengan cepat tanpa proses
di dalam masyarakat. Hanya mengandalkan kondisi yang diprediksi oleh
negara. Dalam ketetapan Perppu masih jauh disebabkan karena otoritas
hukum yang kuat sehingga memunculkan konsep delegasi pada parlemen
Indonesia atas Perppu dan ketetapannya seperti halnya Brazil yang
dikonsepkan oleh Pereira Power dan Renno dan masih jauhnya dari
partisipasi publik.

. Hadirnya hukum Islam untuk meninjau dari sebuah keadaan mendesak yang
diharuskan terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
dengan perspektif figh al-dariirah. Kaidah fikih berupa sesuatu yang
dilarang oleh syara akan dibolehkan bila ada keperluan yang darurat,
sehingga dalam hal ini konsep daripada kaidah fikih tersebut tidak
menampilkan kedaruratan yang mengharuskan adanya di keluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang menjadi ketetapan Perppu Cipta
Kerja No. 6 Tahun 2023. Kondisi ekonomi yang mengharuskan adanya
aturan tentang kepastian pekerja dan pelaku usaha sebagai bentuk sikap
batin Presiden lebih cenderung mafsadah ketimbang maslahah. Sehingga
konsep kaidah figh nya ditemukan dengan berarti kaidahnya berupa suatu
kebutuhan penting bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat,

baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus.
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B. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang maka dari teori-teori yang digunakan baik ilmu syariah dan

ilmu hukum dengan demikian memberikan saran berupa :

1.

Dalam pembentukan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan harus
selalu memberikan dampak yang baik serta bermuatan sesuai dengan
regulasi hukum karena pada dasarnya yang demikian itu adalah baik adanya
karena penunjang hukum lebih responsif di dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mampu
memberikan ranah aspirasi terhadap masyarakat agar lebih responsif sesuai
dengan apa yang dirisaukan oleh masyarakat dan negara.

Penekan bahwa perbaikan suatu Perundang-Undangan yang direvisi oleh
Mahkamah Konstitusi berupa perbaikan atas Undang-Undang tersebut
bukan pembentukan Perundang-Undangan yang baru dengan muatan yang
sama.

Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi bahkan
golongan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan sebab
hukum adalah cara dalam mencapai tujuan politik dari sebuah Perundang-
Undangan bukan kebalikannya bahwa sebuah cara politik untuk tujuan
membentuk hukum dalam sebuah golongan.

Atas temuan dari analisis dengan teori legislasi serta teori hukum responsif
dan figh al-darirah. Perlu untuk melanjutkan penelitian terhadap studi

perbandingan terhadap negara lain guna mendapatkan batasan-batasan serta
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aturan yang membatasi terhadap Perppu serta UU ketetapannya dan
perluasan terkait konsep delegasi serta over coalition dan kekosongan

lainnya dalam penelitian ini.
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